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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang                                                                                                                                

Sejatinya dalam sistem kehidupan diawali pada saat manusia dilahirkan dan 

perkawinan adalah salah satu tahapan di dalam proses tersebut. Berawal dari 

perkawinan manusia akan membentuk suatu keluarga. Dalam pendapat umumnya, 

keluarga yang dianggap lengkap ialah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 

adanya anak. Oleh sebab itu, adanya anak dalam suatu keluarga dapat dianggap 

sebagai pelengkap keluarga. Sebagai unsur penting dalam keluarga anak 

merupakan tanda kepercayaan serta hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai 

amanah, maka anak perlu dirawat dengan baik karena pada diri anak terdapat, nilai 

dan kedudukan serta haknya selaku manusia sehingga, perlu untuk dimuliakan. Hak 

asasi anak termasuk ke dalam bagian hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 

28 Undang-undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Hak-hak Anak. Dalam segi kehidupan berbangsa, anak merupakan pengampu 

angan-angan bangsa kala nanti. Maka anak memiliki hak untuk hidup serta hak atas 

tumbuh dan berkembang, dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam 

hak sipil dan kebebasan serta perilaku kekerasan dan diskriminasi.1  

Perihal yang terkait dengan perkawinan dan apapun yang berkenaan mengenai 

perkawinan terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, berlandaskan 

asas Lex  Specialis Derogat Legi Generalis maka ketentuan peraturan terkait 

                                                 
1 H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di 

Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. Vii.   
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dengan perkawinan yang telah diatur dalam KUH Perdata, Peraturan Perkawinan 

Campuran Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan ketentuan peraturan 

lainnya yang mengatur mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Dalam 

suatu perkawinan ada kalanya suatu keluarga karena faktor usia, faktor kesehatan, 

atau mungkin belum diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk 

diberikan kesempatan memiliki seorang anak. Karena hal itu, keinginan suatu 

keluarga tersebut untuk memiliki seorang anak akan sulit tercapai, maka keinginan 

keluarga tersebut akan dapat terpenuhi dengan cara melakukan pengangkatan anak 

atau dapat juga disebut sebagai Adopsi. Menurut etimologi Adopsi ialah kata yang 

dalam bahasa Belanda memiliki asal kata “Adoptie”yaitu menurut kamus hukum 

artinya “pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya 

sendiri.”  

Pada umumya keinginan untuk melakukan pengangkatan anak hanya dimiliki 

sepasang suami dan istri, akan tetapi seiring berkembangnya masyarakat seseorang 

yang berstatus sebagai janda atau duda justru seorang yang tidak terikat dalam 

hubungan perkawinan pun memiliki kemauan mempunyai anak dengan mengambil 

anak.  

KUH Perdata yang merupakan peraturan hukum tertulis yang berlaku dari 

masa Indonesia masih Hindia Belanda tidak mengenal dengan pengangkatan anak 

(adopsi), pada kala itu perkawinan hanya dilihat dari segi hubungan 

keperdataannya, seperti pengurusan mengenai harta kekayaan yakni perlindungan 

pada harta para pihak istri atau suami serta kepemilikan harta antara pihak istri dan 

suami, sejak dilakukannya perkawinan sampai dilakukannya pewarisan. Dalam 

KUH Perdata anak terbagi menjadi anak sah dan anak luar kawin, anak sah 
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merupakan anak yang dilahirkan di dalam suatu hubungan perkawinan sedangkan 

anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan. Dalam 

Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Pada 

undang-undang tentang Peerkawinan terdapat aturan yang membahas tentang anak 

luar kawin serta anak sah.   

Pengangkatan anak awalnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung  

Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga 

Negara Indonesia (WNI) akan tetapi, saat ini telah dikeluarkan peraturan yang 

secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dimana mengenai 

pengangkatan anak oleh single parent (orang tua tunggal) bisa dijumpai pada pasal 

16 dimana pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat dilakukan oleh Warga 

Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.   

Hukum perkawinan mengenal orang tua ialah pasangan suami istri, yang 

artinya orang tua tunggal, yakni seorang wanita atau laki-laki, telah pernah 

melakukan perkawinan atau belum ataupun tidak melakukan perkawinan sama 

sekali. Pada kenyataannya sekarang banyak seseorang yang memiliki status sebagai 

orang tua tunggal melakukan pengangkatan anak. Banyak hal yang 

melatarbelakangi hal tersebut yaitu salah satunya adalah karena dapat didasari 

bahwa seseorang tersebut memiliki karir dan kehidupan yang baik artinya sandang, 

pangan, dan papan terpenuhi. Atas dasar kenyataan tersebut, hal itu apabila dilihat 

dari hak serta kewajiban dan persyarataknnya anak timbul sebagai persoalan 

hukum.  
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Pendaftaran pengajuan perkara permohonan dalam pengangkatan anak setiap 

tahunnya jelas ada, dan pengajuan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua 

tunggal di pengadilan negeri juga sudah banyak terjadi. Seperti pengajuan 

permohonan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah 

di pengadilan negeri Sibolga permohonan perkara perdata tersebut telah diajukan 

oleh Hj. Najipah Pasaribu, memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

umur 59 dan berstatus belum berumah tangga atau belum menikah. Hj. Najipah 

Pasaribu sebagai pemohon mendaftarkan surat permohonan pada kepaiteraan 

pengadilan negeri Sibolga di tanggal 29 Oktober 2012 dengan nomor registrasi 

889/Pdt.P/2012/Pn.Sbg yang mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak 

yang bernama Desi Winda Sari, lahir di Sibolga pada tanggal 17 Desember 2003 

yang merupakan anak kandung dari Suyanto dan Yusnidar Pinayungan dengan 

alasan bahwa orang tua kandung memiliki penghasilan yang sangat minim dan tidak 

mampu membiayai kehidupan sehari-harinya maupun untuk sekolah. Dengan 

pekerjaan Hj. Najipah Pasaribu tersebut dan belum mempunyai keluarga 

dimungkinkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak angkat, serta 

permohonan diajukan sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan perkara permohonan 

nyatanya telah diizinkan oleh orang tua asli anak yang akan Hj. Najipah Pasaribu 

angkat.2  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk membuat kajian suatu 

karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM 

                                                 
2 Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 889/Pdt.P/2012/Pn.Sbg  
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TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH SINGLE PARENT (ORANG 

TUA TUNGGAL) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN 

ANAK”  

B. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana ketentuan hukum Indonesia mengatur mengenai pengangkatan 

anak ? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengangkatan oleh single parent (orang 

tua tunggal) ? 

3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak oleh 

single parent (orang tua tunggal) terhadap anak angkat?  

C. Tujuan Penelitian   

1. Menganalisis pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam ketentuan 

hukum Indonesia   

2. Menganalisis proses pelaksanaan pengangkatan anak oleh single parent 

(orang tua tunggal)      

3. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak 

oleh single parent (orang tua tunggal)  

D. Kegunaan Penelitian   

1. Kegunaan Teoritis   

Penelitian ini berguna sebagai pemberi informasi yang baru mengenai 

pengangkatan anak oleh orang tua tunggal bagi jurusan Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan 
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literature yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berkenaan dengan 

permasalahan dalam pengangkatan anak.  

2. Kegunaan Praktis   

Penulis berharap pengkajian ini berguna sebagai pemberi manfaat untuk 

pembaca dan menyumbangkan sebuah gagasan bagi praktisi dan pelaksana 

yang berpengaruh dalam aspek pengangkatan anak.    

E. Ruang Lingkup   

Ruang lingkup dalam skripsi ini yaitu membahas tentang pengertian anak 

angkat, termasuk pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan, 

pengaturan dan pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan 

perundangan-undangan.  

F. Kerangka Teori   

1. Teori Kepastian Hukum  

Hans Kelsen berpendapat bahwa, hukum yakni suatu norma. Norma 

merupakan penjelasan ang menegaskan das sollen atau prespektif yang 

“seharusnya”, dengan melibatkan bermacam aturan mengenai yang seharusnya 

dilakukan. Norma merupakan tingkah laku manusia yang deliberative. Aturan-

aturan yang terisi dalam Undang-undang bersifat umum dan dibentuk sebagai 

pedoman manusia untuk berperilaku di kehidupan bermasyarakat, yaitu 

hubungan manusia dengan manusia atau masyarakat. Aturan ini dijadikan 

sebagai batas bagi masyarakat untuk melakukan beberaa tindakan kepada 
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manusia. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut melahirkan kepastian 

hukum.3  

Kepastian hukum menurut normatif merupakan peraturan yang pada saat 

diciptakan dan dibandingkan dengan jelas karena peraturan yang mengatur 

secara pasti dan sistematis artinya bahwa peraturan tersebut tidak menciptakan 

keraguan dan logis serta sebagai suatu sistem antara norma lain kemudian agar 

tidak memunculkan suatu perbedaan. Kepastian hukum menetapkan terhadap 

pengesahan hukum yang benar, konsisten serta konsekuen yang dalam 

pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. 

Kepastian dan keadilan tidak hanya ketentuan moral akan tetapi, secara konkret 

mencirikan hukum.4  

Menurut Sudikno Mertukusumo, hukum dapat dijalankan dengan baik 

dapat dijaminkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu bagian 

tidak terpisahkan karena pada hakikatnya kepastian ialah tujuannya hukum. 

Keteraturan masyarakat sebagai kepastian hukum atas dasar tersebut 

mengakibatkan masyarakat berkehidupan dengan kepastian dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari.5  

Utrecht berpendapat, bahwa Kepastian Hukum pengertian yaitu, pertama 

terdapat aturan secara umum agar manusia memahami mengenai aa yang boleh 

diperbuatn dan tidak boleh diperbuat. Kedua, terdapat keamanan bagi manusia 

                                                 
3 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158   
4 Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palendeng dan Godlieb N Mamahit. Kamus 

Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385  
5 Sudikno Mertukusumo Penemuan Hukum. Jakarta: Liberty, 2009, hlm. 21   
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dalam hukum atas ketidakadilan pemerintah karena terdapat aturan mengenai 

apa yang diperbolehkan oleh pemerintah kepada masyarakat.6  

Kepastian hukum diciptakan oleh hukum menjadi aturan yang bersifat 

sebagai suatu aturan hukum yang bersifat umum. Hal tersebut membuktikan 

bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk kepastian bukan untuk 

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.7  

2. Teori Perlindungan Hukum   

Menurut Fitzergerald teori awal dari perlindungan hukum berasal pada teori 

mengenai hukum alam yang diajarkan oleh Aristoteles.  Hukum berasal dari 

Tuhan dan bersifat menyeluruh dan abadi, serta hukum dan moral tidak dapat 

dipisahkan. Para pengikut teori ini berpandangan bahwa hukum dan moral 

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dalam kehidupan 

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.8  

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah bentuk pengayoman 

terhadap HAM berupa perlindungan kepada mansia agar manusia dapat 

menikmati hak manusia sebagai mestinya.9  

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah 

perlindungan terhadap apa yang dimiliki subjek hukum yang berlandaskan 

hukum.10  

                                                 
6 Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, 

hlm. 23   
7 Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta:  

Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83  
8 Sajipto Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53    
9 Ibid  
10 Glosarium. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Diakses melalui 

http://tesishukum.com pada tanggal 16 September 2020  14 Ibid  

http://tesishukum.com/
http://tesishukum.com/
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Menurut CST. Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah 

bentuk upaya hukum oleh para penegak hukum dalam menjamin keamanan, 

masyarakat.14  

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan 

hukum merupakan gambaran dari efektifnya fungsi hukum untuk mewujudkan 

kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum.   

 

G. Metode Penelitian   

1. Jenis Penelitian   

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan 

pustaka atau data sekunder yang ada.11    

2.  Pendekatan Penelitian   

a. Pendekatan Perundang-undangan  

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 

memahami ketentuan peraturan yang berkaitang dengan isu hukum yang 

menjadi kajian. Dalam kegiatan praktis, penulis bertujuan untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai kesesuaian antara undang-undang. Kemudian hasil yang 

didapat dari mempelajari tersebut kemudian menjadi sebuah dalih untuk 

menjawab isu yang dikaji.12 

  

                                                 
11 Johnny Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Bayumedia  

Publishing, 2005, hlm. 241  
12 Petter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Surabaya: Kencana. 2005. 

Hlm. 134  
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b. Pendekatan Konseptual   

Pendekatan konseptual mengangkat dari beberapa pandangan serta doktrin 

yang tumbuh di dalam hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin 

menjadi patokan untuk penulis menjawab mengenai isu yang dikaji. 13       

3. Sumber Bahan Hukum    

Data yang digunakan dalam penelitian biasanya adalah data primer 

(primary data) dan data sekunder (secondary data). Data primer merupakan 

data yang diperoleh langsung dari masyarakat.14 Sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumen, 

yang dalam bentuk buku-buku dan dokumen yang biasanya tersedia di 

perpustakaan.15 Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 

data sekunder (secondary data). Data sekunder meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.16  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas berupa 

peraturan perundang-undangan17 seperti :  

1) Undang-Undang Dasar 1945   

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata   

3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  

                                                 
13 Ibid, hlm. 136   
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan  

SIngkat), Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 12  
15 Hilman Hadikusuma. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.  

Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 65  
16 Soekanto dan Mamudji, op. cit., hlm. 14   
17 Ibrahim, op.cit, hlm. 47   
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan   

4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  

5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak   

6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  

Pengangkatan anak   

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer18 seperti:   

1) Buku-buku  

2) Hasil-hasil penelitian   

3) Jurnal ilmiah   

4) Artikel ilmiah   

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan 

hukum primer maupun sekunder, yaitu:   

1) Kamus hukum  

2) Internet, dan sebagainya.      

4. Pengumpulan Bahan Hukum   

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), 

yakni dengan mencari peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, 

membaca buku serta sumber lainnya yang terkait permasalahan dalam 

penelitian ini.   

                                                 
18 Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010, hlm. 118   
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5. Pengolahan Bahan Hukum   

Setelah pengumpulan bahan hukum maka dilanjutkan dengan pengolahan 

bahan hukum untuk memperoleh hasil dari tujuan penelitian ini. Melalui data 

sekunder yang ada, penulis melakukan penelaahan, penggolongan dan analisis 

bahan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai referensi untuk memecahkan 

permasalahan yang ada.   

6. Analisis Bahan Hukum   

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis dan mengolah datadata 

yang terkumpul adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memberikan 

gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada 

pendekatan yuridis normatif dan metode ini akan menghasilkan data berupa 

pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif 

mengenai subjek yang diteliti.  

H. Penarikan Kesimpulan   

Pada penelitian ini melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 

metode deduktif, metode deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang bertolak 

dari suatu asumsi umum yang kebenarannya diketahui dan berakhir pada suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus.19 Metode deduktif bertujuan untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan dan tujuan penelitian.   

 

 

                                                 
19 Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 11   
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I. Sistematika Penulisan   

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi mengenai uraian yang melatarbelakangi permasalahan kemudian 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini memberikan tinjauan secara umum mengenai pengertian anak, 

pengertian pengangkatan anak, dan pengertian orang tua tunggal.  

BAB III PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas dan menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yaitu yang 

berkaitan dengan pengaturan pengangkatan anak menurut peraturan 

perundangundangan yang berlaku di Indonesia, prosedur pengangkatan anak oleh 

single parent, serta akibat hukum terhadap adopsi oleh single parent. 

BAB IV PENUTUP   

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dan memberikan saran mengenai hasil 

dari penelitian. 
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